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PERATURAN~DAERAH tentang penjualan minuman keras dalam daerah Kabupaten‘Kebumen.
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PENETAPAN ISTILAH.
: Pasal 1 ]

Yang dimaksudkan dengan penjualan minuman keras (menurut peraturan-daerah i-
ni ialah penjualan minuman kerag dengan jumlah-jumlah kurang dari tujun li-
ter, 2 -

Bir, Dbeserta minuman-minuiian lain-lainnya, yang kadarnya alkohol kurang da-
ri 25 % tidak dianggap sebagai minuman keras menurut pengertian dalam pera-
turan~daerah ini, ; '

PENJUALAN,
" Pasal 2

Penjualan dibagi dalam: g
&, Penjualan untuk dipakai dalam tempat penjualan;
bepenjualan untuk dinakai diluar tempat penjualan;

Penjualan tersebut sub b dari ayat dimuka tidal boleh diselenggarakan sela-
innya dalan botol~botol, kan-kan atau buli-buli vang tertutup dan dibubuhi

kapsel (gecapsuleerd) atau tertmtup dan disegel yang isinya sedikit-dikit -
nya dua deciliter, ' ' '

Ketentuan minimum ini tidak berlaku untuk penjualan "pait"ﬁ(bitters) dan mi

human-minuman yang -mengandung alkohol seruna itu yang kadarnya alkohol sedi
kit-dikitnya 65 % dan menjadi keruh jika dicampur dengan air sampai kekuat-
an 42 %, jika minuman-minuman itu Gijual dalam botol-botol,kan-kan dan buli
buli yang tertutup menurut ayat (2) dan dibubuhi etiket yang nenyebutkan na
manya pembuat, tempatnya, dimana minuman-minuman itu dibuat beserta nama
yang dinakai dalan perdagangan., . ‘

Somua penjualan yang caranye berlainan dengan peraturan termeksud dalam a-
vat (2) dan (3) dianggap sebagai penjualan buat dipakai ditempat penjualan,

IJIN,
Pasal 3,

Dilarang menjual minwian keras tidak dengan ijinnya Dewan Pemerintah Daerah
Kabunaten Kebumen,

Perimohonan untuk mendanat ijin harus diajukan dengan tertulis kevada Dewan

Pemerintah Daerah Kaburaten Kebumen dalam mana harus disebutkan: '

a.naima dan nama kecil (voornaam), pekerjaan dan tempat tinggalnya peiohon;

b.keterangan yang Jelas tentang ruangan atau ruangan-ruangan - dan tempat-tem
pat dalam lingkungannya, dimana minuman keras akan dijual dengan disebut- -
kan luaenya; : '

Ce.Jjenisnya ijin yang dimintaj : _ ’

desebuah gambar dari ruangan atau ruangan-ruangan dan tempat-tempat dalam
lingkungannya tersebut sub bs :

~

Jika permohonan ijin itu diajukan oleh: , \
assuatu perkumpulan, harus dilampiri pule sehelai turunan atauw tembusannya
anggaran dasar, peraturan rumah-tangga dan turunan dari undang-~undang a -
tau surat keputusan yang menyatakan bahwe. perkunpulan itu adalah suatu ba
dan hukum (rechtspersoon).Dalam hal yang demikian dan dalam hal termaksud
sub b dari ayat ini Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten berhak meminta sua-
tu daftar dari nama-nama dan nama-nana kecil (voornaam) dari anggauta-ang
gauta pengurus atau jumlah dan nama-nara dan nana-namnea kecil dari anggau-
ta~anggauta biasa; . :
b.suatu perseroan dagang hatrus dilampiri pula sehelai turunan atau tembusan
nya dari akte pendirian dan dari surat keputusan persetujuan dari yang ber
wajih, ' : A
Buat tiap-~tiap surat permohonan ijin, jika hal itu dikehendali oleh sipeno=~
hon, maka oleh Bupati Kenala Dacrah atau atas namnanya diberikan surat tanda
penerimaan kepada pemohon dengan pemnbayaran 2,50 (dua setengah rupiah),
Surat tanda penerimean ini menyebutkan tanggal penerimaan surat permohonan

Cljin itu.

Surat permohonan ijin dalain teimpo satu mingg u terhitung mulai ganggal pene
rimaannya, oleh Dewan Permcrintah Daerah Kabupaten atau atas namanya, diumum
kan dengan cara yang lazim dipakai. '

Dalan tempo satu bulan terhitung mulai tanggal pengunuman, naka setiap orang

berhak untulk maengajukan keberatan~kebetatannya dengan tertulis terhadap pem’
berian ijin atas permohonan itu kepada Dewan Pemcrintah Daerah Kabupaten,
' /
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(7) Jika kcberatan-kcberatan yang diajukan thdak beralasan, naka sesudah waktu
tersebut dalam ayat (6) habis,ijin diberikan dengan mcngingat ketentuan da
lan ayat (8); - ‘ . -

(8) Pormohonan ijin hanys dapat ditolak dengan alasan-~alasan karena kepenting-
an dan ketertiban umnum,. . :

(9) Penolakan periohonan ijin harus dilaksanakan dengan surat kcputusan yang
fcruat alasan-alasannya; kopada pemohon ‘diberikan sehelai turunan dari su
rat keputusan itu, '

(10)Dalam tempo cmpatbelas hari scsudah tanggal surat keputusan tcrscbut ayat
(9), naka perohon dan yng berkcnentingan diberi kesenpatan untuk meminta-
kan putusan lebih tinggi pnda Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcen,

Pasal 4,

(1) Ijin-ijin torsebut dalan pasal dimuka hanya berlaku untule perohon sendiri
dan tidak dapat dilimpahkan pada lain pihak dan buat ruangan~rvangan dan

tempat-tenpat dalan lingkungannya yang tercantum didalamnya,

(2) Buat tiap-tiap carsa menjual menurut pemnbagian tcrmaksud dalaﬁ\pasal 2 perlu
diadakan ijin tersendiri, g

(3) Jikalau pemegang ijin itu neninggal dunia,meka ahli-waris-ahliwerisnya atau
lercka yang bertindak scbagali wakilnya, berhak mclanjutkan penjualan minum
en keras selama tige bulan terhitung mulai hari fneninggalnya; sctelah’ ten-
po ini habis, naka surat ijin itu tidak berlaku lagi, '

- Pasal 5,

Ijin buat penjualan minuvilan keras sckeli-kali. tidak aken diberikan:
2ebuat warung-warung; '
b.buat ruangan yong letaknya dalam lapangan suatu pasar; > 2

Pasal 6.

pikangqy Sckretariat Kabunaten diadakan mbuah daftar dari adanya pemegang-penc
gang 1jin yang dapat dilihat olch setiap orang sclaima walttu jam bekerja.

asal 7. ’ : !

Pencgang ijin diwajibkans : o

asencipelkan sehelai turunan surat-kcputusan ijin yang ditanda~tangani oleh Se |
kretaris Kabupaten ditempat dalam ruangan penjualan yong mudah terlihat olch
unuin; N ) :

berienggantungkan scbuah papan ditcmpat yeng mudah dilihat olch unun - yang menuat
perkataan "I JIN?"gitulis dengan huruf yang panjangnya scikit-dikitnya 10 .
cm dan lebarnya 1 cnm, naia penegang ijin dan perkataan-perjataan: "Dipakai da
lan tenpat penjualan® atau ""Dipakai diluar tenpat penjualan®, satu dan lain
nenurut jenisnya ijin yang diberikan., -

PENCABUTAN ‘LJIN. ‘
Pasal 8. -

(1) Ijin dapat dicabut olch Dewan Peumcrintah Dacrah Kabupateon:
a.atas pernintaannya peregang ijing , _ v ;
b, jika boerlangsungnya ijin itu bertentangan dengan kctertiban dan kepenti -
ngan uruilg ~ X
CeJika pajak yang dimaksudkan dalan "Peraturan~-dacrah Kabupaten Keburen ten
fang pajak minuman keras" tidak dilunasi dalan waktu yang tclah ditctap -
kan dalan peraturan-dacrah itu. - b ' "

(2) Dowan Peitcrintah Dacrah Kabupaten berhak: ‘ o
ae.dalam kcadaan yang dangat nendesak, nenghbntikan scketika penjualan minun
an kcras;

benicnctapkan hari-hari untuk mcnutup ruengan-ruangan tcrsebut dalam ijin bu
at penjualan untuk dipakai.ditempat‘ponjualan buat lamanya satu hari nau-
pun buat beberapa jam yang tertcentu bilamana, karcna kecadaan, timbul ke -
khawatiran bahwa pemakaian minupan keras akar ilcleBihi batas, .

(3) 8ékelah nencrinma penberian tahu tortulis naka pemnegang 1jin diwajihkan menu
ruti senua pcrintah-perintah yang diberikan olch atau atas namanya Dewan Pe
nerintah Dacrah Kabupaten terscbut yang berhubungan dengan pemberhentian
penjualan ninuman keras., : '

(4) Hak yang ditentukan dalan ayat (10) dari pasal 3 berlaku pula buat kcadaah i
spperti terscbut ayat 1 sub b dan ayat 2 dari pasal ini. ‘ , : q
‘ :

Pasal 9.. . - . | ] 5?£
(1) Sctelah ijin dicabut raka penegang 1jin diwajibkans ' _ Z{
7% . S : i



a,mcngcmballxan turunan surat kepufusan termaksud dala pasal 7 sub ajs

bericnyilngkirkan papan. terscbut dalail pasal 7 sub b; jika ini tidak dipenuhi
naka kcwajiban terscbut dilakukan olch atau atas nama Dewan Pemerintah Da
crah Kabupaten dengan biaya-blaya dari yeng bersangkutan,

(2) Peiicgang Kas Dacrah Kabunaten mcndapat turunan dari scnua surat-surat kepu -
tusan pencabutan ijine. '

KETENTUAN LARANGAN~-LARANGAN
Paszal 10,

Di larang - :

a.mudoayar upah-kcrja dicdala.:'ruvangan-ruangan pcnjualan dan tempat-tcitpat didal
lan lingkungannya sclainnya upah yang dibayarkan untuk pckerjaan-pckerjaan
yang dilakukan dalam ruangan-rusngan itu atau tempat-tempat didalam lingkung
annya atau untuk pckcrjaan-pckerjasn yang bertalian dengan pcerusahaannya,

bemcnyclenggarakan usik, gailclan atau lain kora1n1an untule umum dongan tidak
nendapat ijin dari Dewan Pemcrintah Dacrah Kabunaten;
ce.ricnjual, ncnawarkan, mengaluarken ( af te lcvcron), neiabagl ninunmen keras
yong campurannya kurang baik atau mempunyai norscdiaan untuk dijual atau di-
bagi, - ,
PENGAWASADN, g
asal llo

(1) Pcgawai-pegawai tcrnaksu dalan pasal 14 mcnpunyei haks

ae.remasuki suatu teupat yang tclah mendapat ijin buat dipergunakan untulk

ncn]ual minunan keras dalam menjalankan pengawasan atas ditaatinya kcten
uan-ketentuan dalam peraturan-dacrah ind s

b.do‘lnta kepada pengurus perusahaan atau - wakllnya untuk memnberikan bantu-
annya dan secnua keterangan-letcrangan yang diperlukan dalam menjalankan
tugas itu,

c.iicninta pada pengurus ruangan utuu walkilnya buat nenunjulkkan pcrscdisan-
nya minunan kéras dan jika benar-benar ada persangkaan bohwa cainpurannya
tidak baik, ncengijinkan pada corcka untuk ilembawa ninunan itu-.dengan alat
alat tempatnya buat dipceriksa, lagi pula untulk keperluan itu nerbawa con®
toh-contoh dari minunan keras, aaTan hal ini jika dlnlnta dengan penggan-—
tian menurut harga penjualan biasa

(2) Sclain contoh-contoh torscbut dalan ayat (]) sub ¢ maka minuman keras yang v
dibawa untuk diperiksa jike hasil peieriksaannya terdapat baik, harus dikom
balikan lagi kcpada yang berkenentingan beserta alat-alat tcmpatnya.

(3) Jika nminunan lcras dibawva untuk diperiksa, naka pcmiliknya berhak membubuhi
scgel dan nananya pada tempat.-tenpat ninunan~ninunan itu,

Pagal 12,

(1) Minunan~ninunan keras yang dibawa sebagaimana tcrmaksud dalarn pasal dinuka,
harus dipoeriksa olch scorang ahli yang ditunjuk olch Dewan Pemerintah Pac -
rah Kabupaton.

«

(2) Terkecuali jika pencriksaan itu dilakukan oleh scorang ahli yang tclah di -
sunpah naka ia harus bersunpah atau berjanji dihadapan Dcwan Peimerintah Da
crah Kabupaten bahwe ia alkan mclaksanakan neneriksaan itu dengan scbenar-sc
benarnya dan tidak nemandang orange.

(3) Scsudah ficngadalkan tindakan~tindakan yang dapat rencegah timbulnya porcam ~

puran (verwarring) antara jenis-jonis contoh satu sanma lain, naka ahli ini
berhak untuk nembuke segel ternaksud dalan nasal 11 ayat (3).

Pasal 13 »

Jika penicgang 1jin adalah suatu perscroan dagang (naanloze vcnnootschap) atau
suatu perkumpulan, naka yang bertanggungjawab atas ditaatinya kotentuan-ketcen-
tuan dalan nbraturan-dacrah ini ialah anggauta-anggauta pon¢urusnya.

Pasal 1lh.

Yanpg turut diwajibkan mengusut pelanggaran-pclanggaran Peraturan-dacrah ini ia
lah Kepala Dinas Pelierjaan Umun, Kontrolir, Pecmcriksa Keuangan, Pemceriksa Pasar
dan Pciungut Pajalk Dacrah Swatantra tingkat ke II Kebumen.

; KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM,
asal 15,

(1) Barangsiapa nclanggar ketcntuan-kctentuan dalam pasal 3 ayat (1), pasal 7,
pasal 8 ayat (3) dan pasal 10, dihukum dengan hukuman kKurungan sclana-lana o
nya 3 bulan atau hukunan dcnda setinggi-tingginya Re5.000 ——(11maribu rupi
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(2) Kecuali itw, barang-bareng yonsg digunakan untuk menjalankan pelanggeran,ji
ka barang-barang itu hak miliknya yang cihukun, dapat disitas

HARTI BERLAKTU.
Pasal 16.

(1) Peraturain-dacrah ini danat disebut dengan nana 1 Poraturan penjualan ninun
an lkeras Dacrah Swat~ntra tingkat ke II Kebumen' '

(2) Pcraturan-decrah ini berlaku nulai tanggel 1 Januvari 1953,

(3) Denpan birlakunya peraturan-~dacrah ini, naka “Verordening houdende bepalin
gen tot regeling ven den verkoop van sterken drank in het Regentschap Kebu
ren® tangsal 31 Descaber 1931/ 2 Mei 1932 scbagainana disahkan olch 'Col-
lege van Gedeputcorden van den Provincialen Raad van Midden~Java'l dengan: du
rat-kcputusannys tgle 7 Juni 1932 No.J.130/3/11 dan diundangkan dalam Pro-
vinciaal Blad tgl, 21 Juni 193%2 (Bijvocgsel Scric C No.9), dibatalkan.

/

Pcraturan-dacrah ini ditctapkan tgl: 15-11-52 disahkan dengan kcputusan DPD,
Propinsi Jawa-Tengah tgl.10-10-52 No:U.69/5/18,diundangkan'dalam Lenbaran Dac
.rah Tahun 1952 Scric C Nr, 11, ' ‘

Perubahan ke-l tgl: 16~6-58 disahkan dengan kenutusan tgl: 28-8-58 Wo.U.69/1/
19 diundangkan dalam Lembaran Decrah Th.1959 Scric C Nr. 103

Perubahan ke=2 tgl: 12-6-~62 disahkan dengan keputusan tgle6-9-62 No KPTS=PDMD/ \
; 00172/9/62 diundangkan dalam Lembaron Dacrah The.1962 Scric C Nr.
149, : . ;
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